SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/106 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan
pemungutan pajak daerah, meningkatkan semangat kerja
dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan
pemungutan pajak kepada Instansi Pelaksana Pemungut
Pajak yang telah memenuhi kinerja tertentu, perlu
diberikan insentif pemungutan pajak;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Penerima pembayaran Insentif dan
besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 153);

8. Peraturan Daerah Nomor Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 157);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023 Nomor 64 );

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU Memberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Provinsi
Jawa secara proporsional dibayarkan kepada :
a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pemegang
kekuasaan pengelola keuangan daerah;
b. Pihak Lain yang membantu Badan Pengelola Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kepolisian Daerah
Provinsi Jawa Tengah;
c. Pegawai pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah.
KEDUA Pegawai pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c
merupakan pegawai pada Badan Pengelola Pendapatan
Daerah yang tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai
berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
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KETIGA :  Besaran insentif yang dibayarkan kepada Gubernur, Wakil
Gubernur, Pihak Lain yang membantu Badan, dan pegawai
pada Badan setiap triwulan dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA . Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

WoNoOR L=

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum |

Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001
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